
IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009 

TESIS 

Oleh : 

MONTISA MARIANA, S.H. 

Nomor Mhs : 07912301 

BKU : HTN/HAN 

Program Studi : 1lmuHukum 

PROGRAM PASCASARJANA 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
2010 



IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009 

Oleh : 

MONTISA MARIANA, S.H. 

Nomor Mhs : 07912301 

BKU : HTN/HAN 

Program Studi : IlmuHukum 

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dajukan ke 
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis 



IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP KEBI JAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009 

Oleh : 

MONTISA MARIANA, S.H. 

Nomor Mhs : 07912301 

BKU : HTN/HAN 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 
pada tanggal 9 Maret 201 0 dan dinyatakan LULUS 

Tim Penguji 



HALAMAN MOTTO 

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

(QS. Ar-Rahman: 13) 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepada-mu 

(QS. Al-Baqarah: 152) 

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan shalat 

(QS. Al-Baqarah: 153) 

"Dance like no one is watching. Sing like no one is listening. Love like you've 

never been hurt and Live like it's heaven on Earth." - Mark Twain 

Apa yang kau pikir akan membunuhmu, ternyata akan membuatmu bertambah 

kuat. 
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Abstraksi 

Tesis ini berjudul Implementasi Hak Pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat dan 
Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah Tahun 2004-2009. Dewan Penvakilan 
Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara yang keberadaannya diakui oleh UUD 
1945. ULTD 1945 sebelum perubahan tidak menyebutkan fungsi DPR secara tegas, tetapi 
pada perubahan kedua UUD 1945 pada Pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa DPR 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penguatan terhadap 
hngsi dan kelembagaan DPR makin nyata dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut 
UU Susduk), yang dalam Pasal 25 disebutkan bahwa DPR memiliki hngsi  legislasi, 
hngsi  anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR yang akan dibahas dib 
dalam tesis ini adalah yang berkaitan degan pelaksanaan hak-hak konstitusional DPR 
(hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat). 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah 
implementasi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam periode 
DPR RI tahun 2004-2009 dan bagaimanakah implikasi penggunaan hak-hak tersebut 
terhadap implementasi kebijakan pemerintah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan 
atau studi dokumen, sedangkan teknik pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis 
normatif dan politis. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak 
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat cukup baik di dalam DPR periode 
2004-2009 ini. Dari 10 usul hak interpelasi, yang 1010s menjadi hak interpelasi DPR 
adalah hak interpelasi busung lapar dan polio, hak interpelasi terhadap persetujuan - pemerintah RI atas resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747, hak interpelasi terhadap 
penyelesaian kasus lumpur lapindo, hak interpelasi terhadap penyelesaian kasus kredit 
likuidasi Bank Indonesia dan BLBI, serta hak interpelasi terhadap kebijakan antisipatif 
pemerintah atas kenaikan harga bahan pokok untuk menjamin ketersediaan kebutuhan 
pokok yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan mengenai usul 
penggunaan hak angket, dari 11 usul hak angket, 4 diantaranya 1010s menjadi hak angket 
DPR. Ke empat hak angket tersebut adalah hak angket tentang penyelidikan terhadap 
kasus penjualan tanker Pertamina, hak angket terhadap kebijakan pemerintah menaikkan 
harga bahan bakar minyak, hak angket tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2008, dan 
hak angket tentang pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih atau 
lebih dikenal dengan hak angket daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan mengenai hak 
menyatakan pendapat, DPR RI periode 2004-2009 hanya mengajukan 1 usul hak 
menyatakan pendapat dan itupun tidak 1010s karena tidak disetujui di dalam rapat 
paripurna. Penggunaan hak-hak konstitusional tersebut di dalam pelaksanaan hak 
interpelasi, mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat 
terlihat dari penggunaan hak interpelasi lumpur lapindo yang membuat pemerintah 
mengeluarkan berbagai peraturan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Sedangkan mengenai implikasi terhadap hak angket, ternyata hak angket tidak 

-- mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat 
terlihat dari tidak dilaksanakannya saran dan rekomendasi DPR terhadap pemerintah, 
dalam ha1 ini bisa dilihat di dalam hak angket DPT. 



IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP KEBI JAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini telah mengalarni 11 pergantian 

parlemen, bails pergantian parlemen sesuai dengan waktu tertentu, misalnya untuk 

lima tahunan atau juga pergantian anggota parlemen karena alasan tertentu, misalnya 

jatuhnya suatu pemerintahankabinet yang berkuasa ketika itu. Pergantian parlemen 

merupakan ha1 yang wajar dalam proses demokrasi. 

Secara sederhana, parlemen diidentrkkan sebagai badan perwakilan rakyat, di 

mana dalam parlemen diisi oleh orang-orang pilihan, yang dipilih melalui suatu 

sistem, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada juga yang 

berpandangan bahwa parlemen sebagai lembaga politik, karena para anggota 

parlemen membela kepentingan. Parlemen dalam istilah tekhnisl biasanya disebut 

dengan istilah legislature yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat 

undang-undang, atau badan dalam mana para pembuat undang-undang (legislator) 

bekerja. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara yang 

keberadaannya diakui oleh UUD 1945. Hal ini dapat terlihat dari pasal-pasal yang 

Barnbang Cipto, Dewan Penvakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modem Industrial, CV 
Rajawali Pen, Jakarta, 1995, hlm.5 



terdapat di dalam UUD 1945. Selain DPR, lembaga negara lainnya yang disebutkan 

dalam UUD 1945 adalah Majelis .Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan 

Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkarnah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, dan Komisi ~ u d i s i a l . ~  

Perhatian rnasyarakat luas terhadap DPR akhir-akhir ini cenderung meningkat, 

mengingat telah terjadi pemberdayaan DPR secara sistematis melalui Perubahan 

UUD 1945 yang dilakukan MPR. Kini UUD 1945 telah memberikan kekuatan 

normatif kepada lembaga penvakilan ini untuk melaksanakan fungsinya secara efektif 

dan h a t .  Salah satu tonggak besar pemberdayaan DPR oleh konstitusi adalah 

penegasan bahwa kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR. Hal ini 

mengubah secara radikal dan fundamental ketentuan sebelumnya yang menyatakan 

bahwa kekuasaan membentuk UU berada di tangan presiden. Seiring dengan itu, 

UUD 1945 juga memuat berbagai ha1 berkaitan dengan DPR, antara lain mengenai 

kewajiban pengundang-an W yang telah disetujui DPR bersama presiden, penegasan 

adanya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, pemilikan hak-hak 

bagi DPR dan berbagai kewenangan lain, y a b i  .memberikan persetujuan atau 

pertimbangan atas pemilihan dan penetapan para pejabat publik. Hal ini merupakan 

bentuk penguatan DPR dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. 

Pemuatan berbagai ketentuan ini &lam konstitusi menjadikan DPR jauh lebih 

kuat dan kokoh ketlka menjalin hubungan dengan pihak lain, terutama presiden, 

dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Sosok DPR menjadi berubah seiring dengan 

Lihat pasal3 sld pasal24c UUD 1945. 



analisis banyak kalangan bahwa telah terjadi perubahan peranan antara parlemen 

dengan presiden. Jika sebelum amandemen dikenal istilah excecutive heavy karena 

lebih kuatnya kekuasaan presiden dibanding DPR, secara ekstrim sebagian pihak 

menyatakan bahwa lebih kuat dibanding presiden dengan istilah legislative heavy. 

Untuk mengefektifkan fungsi yang dimiliki parlemen, peraturan 

perundang-undangan memberikan hak kepada parlemen untuk menjalankan 

fungsinya. Di dalam W Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPRD dan DPD, disebutkan bahwa untuk melaksanakan fimgsinya 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, DPR mempunyai hak : 

1. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota; 

2. Meminta keterangan (interpelasi); 

3. Mengadakan penyelidikan (angket); 

4. Mengadakan perubahan (amandemen); 

5. Mengajukan pernyataan pendapat; dan 

6. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh peraturan 

pemdang-undangan. 

Selain itu, para anggota parlemen juga mempunyai hak, antara lain : 

1. Hak protokol; 

2. Hak keuangadadministrasi. 

Dinamika kehidupan ketatanegaraan di Indonesia semakin berkembang seiring 

dengan dilakukannya Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan 

secara bertahap sebanyak empat kali, terakhir pada tahun 2002, telah menghasilkan 



struktur kelembagaan negara yang berbeda dengan struktur kelembagaan negara 

sebelumnya. Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut juga diiringi dengan 

redefinisi fungsi dari masing-masing lembaga negara. 

UUD 1945 sebelum perubahan tidak menyebutkan fungsi DPR secara tegas, 

tetapi pada perubahan kedua ULTD 1945 pada Pasal20A ayat (1) menyebutkan bahwa 

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penguatan 

terhadap fimgsi dan kelembagaan DPR makin nyata dengan diundangkannya UU No. 

22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 

(selanjutnya disebut UU Susduk), yang dalam Pasal 25 disebutkan bahwa DPR 

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 

pengawasan DPR yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah yang berkaitan degan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional DPR (hak interpelasi, hak angket dan hak 

menyatakan pendapat). 

Apabila dijabarkan lebih lanjut, hak-hak konstitusional yang dimiliki DPR 

adalah: 

1.  Hak interpelasi3 

Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai 

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Lihat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: OSIDPR RW2005-2006 
Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 171 ayat (1): 



2. Hak angket4 

Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan 

pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Hak ~ e n ~ a t a k a n  pendapats 

Adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

pemerintah yang penting dan strategis atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan 

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 

interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dadatau 

wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penmanatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela 

maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 

Berkaitan dengan pengajuau clan pelaksanaan hak-hak konstitusional DPR 

tersebut, dapat kita lihat bahwa berkaitan dengan isu-isu faktual yang terjadi di 

Indonesia, DPR kerap mengajukan dua macam haknya, yakni Hak Interpelasi dan 

Hak Angket, tapi dalam kenyataannya status kedua hak ini tidak sarna. Ini 

dikarenakan implikasi politik terhadap pengajuau keduanya berbeda. Hak angket 

Lihat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08lDPR RW200.5-2006 
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memiliki status lebih tinggi dibandingkan hak interpelasi karena jika sebuah hak 

angket disetujui, maka akan dibentuk pantia angket yang memiliki kewenangan yang 

dapat menyelidiki clan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat sebuah masalah. 

Sedangkan mengenai pelaksanaan hak-hak konstitusional DPR, kita dapat 

melihat bahwa hak-hak konstitusional DPR (hak interpelasi, hak angket dan hak 

menyatakan pendapat) merupakan hak-hak yang dijadikan rujukan oleh rakyat dalam 

melihat kinerja parlemen, apakah parlemen memperjuangkan aspirasi atau kea&an 

yang dialami rakyat atau tidak. DPR periode 2004-2009 telah mengajukan 10 usul 

hak interpelasi, 11 usul hak angket dan 1 usul hak menyatakan pendapat. Salah satu 

usul hak interpelasi yang disetujui untuk menjadi hak interpelasi DPR adalah hak 

interpelasi penyelesaian kasus lumpur lapindo. Tragedi lumpur lapindo merupakan 

tragedi kemanusiaan yang sampai saat ini belum jelas ujung masalah dan titik terang 

penyelesaiannya. Berulang kali DPR telah gaga1 mengambil kata sepakat terkait 

penggunaan hak interpelasi lapindo. Aksi walk out pun menghiasi dinamika 

penggunaan hak interpelasi lapindo ini6 

Lalu bagaimanakah dengan implementasi dari fungsi DPR yang lain, yaitu fungsi 

pengawasan yang berkaitan dengan check and balances antara parlemen dengan 

pemerintah? Apakah parlemen saat ini, yang nota bene telah beranjak dari masa 

reformasi selama kurang lebih 7 tahun lebih, dapat lebih menjalankan peran dan 

menjalankan sistem check and balances dengan lebih baik? Apakah adanya 

pengajuan hak-hak konstitusional DPR yang terganjal pada saat sidang paripurna 

httD://www ka~anlaqi.c0mlh/0000175358.html, 5 Oktober 2009,11.00 



mengindikasikan masih kuatnya tekanan politik dan partai terhadap para anggota 

dewan, yang akhirnya mengakibatkan rendahnya apresiasi terhadap DPR dan ha1 

tersebut menunjukkan citra DPR di masyarakat maslh berada dalam indikator yang 

negatif? 

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi hak-hak pengawasan 

DPR 2004-2009 karena hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan apakah 

DPR periode ini telah dapat menjalankan hak (clan kewajibannya) sebagaimana 

diamanatkan oleh Amandemen UUD 1945 dan UU Susduk dan apakah telah terjadi 

hubungan check and balances yang seimbang antara legislatif dan eksekutif. Dan 

hasil penelitian ini dapat menjadi ukuran apakah DPR sebagai lembaga negara hasil 

representasi rakyat bisa menjalankan kewajibannya dalam mengawal dan mengawasi 

jalannya pemerintahan dengan baik atau tidak. 

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, pada kesempatan ini penulis 

hendak meneliti tentang hak-hak konstitusional DPR, apakah di dalam masa periode 

jabatan 2004-2009 ini, sejauh mana DPR sudah melaksanakan hak-haknya, apakah 

hak-hak tersebut sudah dapat diimplementasikan dengan baik oleh para anggotanya, 

dan bagaimanakah hubungan antara DPR (parlemen) dengan Presiden (pemerintah) 

berkaitan 'dengan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut, apakah terjadi 

perubahan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataukah memang 

pelaksanaan hak-hak DPR tersebut tidak membawa perubahan yang signifkan 

terhadap kebijakan pemerintah. 



B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan 

dibahas dalam tesis ini adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan 

pendapat dalam periode DPR RI tahun 2004-2009? 

2. Bagaimanakah implikasi penggunaan hak-hak tersebut terhadap implementasi 

kebijakan pemerintah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Atas dasar rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana implementasi hak-hak interpelasi, hak angket dan hak 

menyatakan pendapat DPR RI periode tahun 2004-2009. 

2. Mengetahui bagaimana implikasi penggunaan hak-ha. tersebut terhadap 

implementasi kebijakan Pemerintah. 

D. KERANGKA TEORITIK 

1. Teori Demokrasi 

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umurnnya memberikan 

pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam 

masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam memulai 

kebijaksanaan pemerintah negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan 



kehidupan masyarakat6, dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang 

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari 

sudut organisasi, ia berarti sebagai suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh 

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-undang. 

Demokrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy) 

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah inencakup beberapa 

azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu 

gagasan mengenai demokrasi dan kebudayaan Yunani kuno dan gagasan 

mengenai kekuasaan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi. Sistem 

demokrasi yang terdapat di negara-negara kota (city state) Yunani kuno (abad 

ke 6 sampai abad ke 3 SM) menlpakan demokrasi langsung7 yaitu suatu 

bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik 

dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak 

berdasarkan prosedur mayoritas, sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat 

diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang 

sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah 

sekitai-nya) serta jumlah penduduk lebih sedikit (300.000) penduduk dalam 

satu negara kota. 

%oh Mahfud MD, Demokrasi Dalam Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik 
dun Kehidupan Ketatanegaraan, Liberty, Yogyakarta, hlm.3 

' Ibid, hlm.4. 



Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Denzocracy) 

Demokrasi tidak langsunglperwakilan (indirect denzocracy) yang 

dilaksanakan pada zaman modern selama ini hampir seluruh negara dalam 

konstitusinya menganut azas kedaulatan rakyat berdasarkan sistem perwakilan 

tidak terkecuali negara Indonesia. Hal ini merupakan tuntutan zaman seiring 

dengan berkembangnya negara-negara di dunia yang semakin besar dan 

jumlah penduduknya yang semakin banyak sehingga demokrasi tidak 

langsung (perwakilan) menjadi pilihan yang tepat baik ditinjau dari efektifitas 

maupun efisiensi walaupun disadari juga mengandung banyak 

kelemahan-kelemahan tentunya. 

Sebagaimana dikatakan oleh C.F Strong : " Demokrasi adalah suatu sistem 

pemerintahan dalanz mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut 

serta atas dasar sistev~z penvakilan yang nzenjanzin balzwa yenzerintah akhirnya 

nzemyertangg~ingjawabkan tindakan-tindakannya kepada  nayo or it as itu. " Dengan 

kata lain negara demokratis didasari oleh sistein perwakilan demokatis yang 

menjamin kedaulatan rakyat.* Bahwa dasar demokrasi dalam pikiran barat 

dikembangkan oleh tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yaitu menuju 

tercapainya keadilan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh 

dengan cara mengedepankan kebebasan politik. Artinya, untuk mencapai tujuan 

> 

X Miriam Budixjo, Dasar-Dasar Ilniu Politik, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.174 



demokrasi yang menguntungkan rakyat sebanyak mungkin, aktualisasi diri untuk 

menentukan pilihan dan melak~lkan pilihannya didasarkan atas kebebasan politik. 

Dalam negara yang demokratis, rakyatlah yang membuat Undang-undang 

melalui lembaga legislatif. Setiap Undang-undang harus sesuai dengan kehendak 

rakyat atau harus sama dan sebangun dengan suara rakyat. Dengan kata lain, the law 

must be the voice of the people sedangkan pemerintahan harus mendapat persetujuan 

dari rakyat (the governnzent nust be the consent of the people).10 

Henry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut : "A  democratic political 

system is one is which public politicies are made on a majority basis, by 

representatives subject to efSective popular control at pereodic elections which are 

conducted on the principle of political equality and under conditions of political 

freedom. " (Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa 

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi 

secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

poli tik). 

Selanjutnya Henry B. Mayo mencatat sedikitnya 9 (sembilan) nilai yang 

mendasari nilai demokrasi, yakni : 

"rijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M.Prijono, Denzokrasi di Pedesaan Jawa, dalam M. Rusli 
Karim, Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1992, 
hlm.78 

"' Sukarna, Kekuasaun, Kediktatoran dun Denzokrasi, Alumni, Bandung, 1974, hlm.27-28 
I I Henry B. Mayo, An Introduction to Denzocratic Theory, Oxford University Press, New York, 

1960, hlm.70, dalam Moh Mahfud MD, Hukum dun Pilar-Pilar Denzokrasi, Garna Media, Yogyakarta, 
1999, hlrn.8 



Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela 
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang 
berubah 
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur 
Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum 
Adanya keanekaragaman 
Tercapain ya keadilan 
Yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan 
Kebebasan 
Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain." 

Sementara, Andrews dan Chapman menyatakan ada 6 (enam) ciri penting dalam 

sebuah rezim demokrasi, yaitu hak suara yang luas, pemilihan umum yang bebas dan 

terbuka, kebebasan berbicara dan berkumpul, rule of law, pemerintahan yang 

tergantung pada parlemen, badan pengadilan yang bebas. Dalam ha1 ini kembali 

Georg Sorensen menegaskan bahwa dalam setiap pembicaraan demokrasi ternyata 

tidak hanya meliputi teori tentang cara yang dimungkinkan untuk mengorganisasikan 

pemerintahan oleh rakyat tetapi jugs filsafat tentang apa yang seharusn~a (yaitu 

cara-cara terbaik membangun pemerintahan).I3 

Berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat sebagai 

parameter demokrasi maka tak dapat disangkal Indonesia menganut sistem 

demokrasi. Implementasi teori demokrasi secara nyata dapat dijumpai pada Pancasila 

dan UUD 1945. prinsip kebebasan dan persamaan menjadi satu ha1 yang diatur dalam 

konstitusi. Pasal 28 UUD 1945 melindungi jenis-jenis kebebasan yang penting dalam 

demokrasi yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara 

l 2  Maswadi Rauf, Denzokr-asi dun Denzokratisasi : Penjajakan teoritis untuk Indonesia Dalarn 
Meninzbang Masa Depan Orde Baru, Seri penerbitan politik, Mizan, Lab, Ilmu Politik Fisip UI, 1998, 
hlm. 14 

l 3  Georg Sorensen, Denzokrasi dan'~ernokratisasi, Tadjuddin Noer Efendi ed, kerjasarna CCSS 
dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.3 



lisan maupun tulisan. Bahkan setelah amandemen ke dua UUD 1945, Pasal 28 UUD 

1945 dielaborasi menjadi sebelas pasal (Pasal 28-Pasal 28J) yang isinya meliputi 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak sipil, hak politis, hak mendapatkan 

perlindungan hukum, hak budaya, hak pendidikan, hak ekonomi, hak religius dan lain 

sebagainya. 

Sesungguhnya sistem demokrasi yang telah dipilih oleh negara-negara modern 

pasca Perang Dunia I1 adalah sistem demokrasi melalui partai politik, karena partai 

politik dipercaya atau tepatnya diharapkan dapat memobilisasi kehendak rakyat ke 

dalam suatu sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara 

dari bangsa itu. Demokrasi yang mengutamakan asas musyawarah dan bentuk 

republik (bukan kerajaan) yang kepala pemerintahannya dipilih atau tidak diwariskan, 

pastilah sesuai dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. 

Sampai sekarang belumlah ditemukan sistem demokrasi yang lebih baik kecuali dari 

partai politik. Kelemahan utama dari sistem demolu-asi sistem partai politik ini, 

adalah dalam menentukan dan memilih pemimpin-pemimpinnya, baik eksekutif 

maupun legislatif, karena harus melalui pemilihan umum. Pemilihan memerlukan 

kampanye, dan kampanye memerlukan dana, yang pada akhirnya akan berujung pada 

nzoney politics. 



2. Teori Perwakilan 

: Secara umum, ada tiga prinsip perwakilan yang dikenal di dunia yaitu :I4 

1. Representasi politik (political representation) 

2. Representasi teritorial (territorial representation) 

3. Representasi fungsional (functional representation) 

Yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik sebagai salah 

satu pilar demokrasi modern. Namun pilar partai politik ini dipandang tidak sempurna 

jika tidak dilengkapi dengall sistem "double check" sehingga aspirasi dan 

kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat disalurkan dengan baik. Karena itu, 

diciptakan pula adanya mekanisme perwakilan daerah (regional representation) atau 

perwakilan teritorial (teritorial representation). Untuk negara-negara besar dan 

kompleks, apalagi negara-negara yang berbentuk federal, sistem double checks ini 

dianggap lebih ideal. Karena itu, banyak diantaranya mengadopsi keduanya dengan 

membentuk struktur parlemen bikameral atau dua kamar. 

Pada akhirnya, di dunia sekarang dikenal dua sistem perwakilan, yaitu 

1. Perwakilan unikameral (monokameral), dan 

2. Parlemen bikameral. 

Parlemen yang terdiri atas satu lembaga perwakilan disebut sistem unikameral, 

sedangkan yang terdiri atas dua lembaga disebut bikameral. Ada negara yang hanya 

memiliki satu kamar atau lembaga parlemen, misalnya negara-negara tetangga 

l 4  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukunz Tata Negara Itldonesia Pasca Refornzasi, PT Bhuana 
Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlrn.154. 



Indonesia yang umumnya bersifat unikameral. Sebagian besar negara-negara yang 

berbentuk negara kesatuan cenderung memiliki parlemen satu kamar (unikameral 

atau monokameral), tetapi semua negara federal memiliki struktur parlemen dua 

kamar (bikameral). Namun ada pula negara kesatuan yang besar yang juga memiliki 

bentuk parlemen bikameral, meskipun kedudukannya tidak setara satu sama lain. 

Karena itu, sistem bikameral oleh para ahli biasa dibedakan antara (a) bikameral yang 

kuat (strong bicanzeralisnz) dan (b) bikameral yang sederhana atau lemah (soft 

bicameralism). 

Dalam struktur parlemen tipe unikamerallsatu kamar, tidak dikenal adanya dua 

badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan 

Majelis Rendah. Akan tetapi, justru sistem unikameral inilah yang sesungguhnya 

lebih populer karena sebagian besar negara di dunia sekarang ini inenganut sistem 

ini.I5 Dalam buku Parliament of The World (1986) dikatakan bahwa meskipun 

berusaha untuk mengkaji secara sistematis terhadap alasan-alasan yang bervariasi 

mengenai banyaknya negara yang mengadopsi sistem unikameral yang melebihi 

cakupan studi tentang parlemen, ada beberapa ha1 yang dapat dicatat. Negara-negara 

yang berukuran kecil lebih menyukai untuk memilih satu kavnar daripada dua kamar, 

seperti masalah keseimbangan kekuatan politik, sangat kecil kesulitannya untuk 

memecahkannya daripada dalam suatu negara besar. Sedangkan di negara-negara 

sosialis, sistem bikameral dipandang membawa kepada komplikasi-komplikasi, 

I S  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rabat Dalant Konstitusi dun Pelaksanaannya di 
Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.39 



penundaan-penundaan dan biaya-biaya dengan sedikit konpensasi yang 

menguntungkan. 

Sejarah munculnya tuntutan lembaga perwakilan rakyat dalam suatu 

pemerintahan sudah berlangsung lama. Pada permulaan abad ke 18 M telah muncul di 

Eropa gagasan dan praktik politik yang nantinya menjadi unsur penting sebagai 

lembaga demokrasi yang datang kemudian. Didorong oleh adanya persamaan logika 

yang berkembang masa itu soal bagaimana eksistensi dan cara memimpin 

pemerintahan, di beberapa kawasan Eropa-Skandinavia, Belanda, Swiss dan Inggris, 

telah menciptakan majelis lokal dimana orang bebas berpartisipasi dalam 

pemerintahan. Gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang 

diperintah (kasus pajak) secara berangsur-angsur berkembang menjadi tuntutan 

terhadap hukum. Karena luasnya wilayah, persetujuan itu memerlukan perwakilan 

dalam badan atau parlemen (yang menaikkan pajak dan membuat Undang-undang). 

Kenapa harus parlemen? Karena perwakilan merupakan mekanisme untuk 

merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan 

kehendak rakyat (will of the people). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung 

pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai 

tertinggi di atas kehendak negara (will of the state). Perwakilan hanya diperoleh 

melalui pemilihan umum (kalau Athena dengan undian dan penunjukkan secara 

acak). Untuk itu diperlukan badan legislatif (parlemen) yang dipilih dibeberapa 

tingkat : lokal, regional, nasional. Gagasan dan praktik politik Eropa ini merupakan 

fondasi dari mana demokratisasi itu bergerak maju. 



Dalam negara modern dewasa ini, rakyat rnenyelenggarakan kedaulatan yang 

dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara sukarela. Dewan Perwakilan 

Rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili rakyat 

melalui partai politik (political representation). Dengan sistem demikian, masyarakat 

adalah pihak yang diwakili atau selaku pihak yang menyerahkan kekuasaanlmandat 

untuk mewakili opini, sikap dan kepentingannya kepada lembaga perwakilan politik 

di dalam proses politik dan pemerintahan. Bekerjanya peran dan fungsi badan 

perwakilan rakyat disatu pihak ditentukan oleh eksistensinya sebagai suatu lembaga 

politik dan di pihak lain ditentukan oleh perwujudannya sebagai suatu organisasi 

yang mewadahi proses politik. 

Dalam studi kepustakaan mengenai demokrasi perwakjlan, kadar demokrasi 

ditentukan oleh cara pembentukan parlemennya. Apabila pembentukannya 

berdasarkan hasil pemilu maka kadar demokrasinya semakin tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, bila dominan dengan cara pengangkatan, kadar demokrasi yang dianut 

oleh negara tersebut tentu semakin rendah. l 6  Oleh karena itulah, lembaga perwakilan 

harus benar-benar mencerminkan dan mewakili aspirasi masyarakat yang 

diwakjlinya. Implisit dalam pengertian ini adalah adanya proses yang benar-benar 

mewakjli kelnampuan inasyarakat sehingga lembaga ini harus benar-benar menjadi 

lembaga perumus kebijaksanaan. 

''   in tan R Saragih, Lembaga Perwakilan dun Penzililzan Unutm di I~zdonesia, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, 1988, hlm.87. 



Jika parlemen dilihat sebagai pelaksana fungsi legislasi yang melibatkan kerja 

sama dengan eksekutif, maka hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok peranan. Pertanza, peranan 

yang bertujuan untuk menyalurkan kepentingan dan partisipasi anggoth masyarakat. 

Kedua, peranan yang bermakna bagi pemupukan kewibawaan eksekutif atau 

memberikan legitimasi kepada lembaga eksekutif. Implementasi dari peranan tersebut 

dapat mengarahkan interaksi parlemen dengan eksekutif kepada situasi konfrontatif 

atau saling memperlemah atau meletakkan parlemen dan eksekutif dalam jalur yang 

searah atau saling memperkuat. Jadi kelembagaan DPR RI 1 Parlemen adalah salah 

satu lembaga politik yang kinerjanya perlu ditingkatkan bila kita ingin menempatkan 

posisinya sebagai sebuah lembaga perwakilan yang efektif dalam menegakkan 

sendi-sendi kehidupan demokrasi. 

Gagasan tentang pembentukan MPR dan DPR sebagai lembaga 

permusyawaratanlperwakilan rakyat tercetus secara resmi di dalam sidang-sidang 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika 

badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ini bekerja untuk menyiapkan 

rancangan Undang-undang Dasar. Seperti diketahui bahwa menjelang kekalahannya 

dalam perang pasifik, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan janji untuk 

memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak lama. Dan 

untuk menyongsong era kemerdekaan itu haruslah disusun dulu sebuah konstitusi 

(yang dalam arti sempit disebut UUD) sebab sebuah negara merdeka yang dapat 

berjalan baik adalah negara yang memiliki konstitusi sebagai pedoman dasar untuk 



berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan negara. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah 

pendudukan Jepang dalam rangka membuat rancangan UUD tersebut dengan asumsi 

bahwa semakin cepat rancangan konstitusi diselesaikan akan semakin cepat pula 

Indonesia memperoleh kemerdekaannya. 

Di belahan dunia manapun, akan dijumpai suatu lembaga yang dinamakan 

dengan Badan Perwakilan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Logemann, 

bahwa Mythe abad XIX adalah Demokrasi dengan sistenz perwakilan, yaitu Gezag 

Gelegitimeerd als Vertegenwoordiging. Namun masih ada Mythe lain, yaitu Mythos 

der zwanzigstejahrlzunderd yaitu Diktatornya Rosenberg, yang masih dianggap 

demokrasi karena berdasar Primus inter pares yang masih menzuat azas persamaan 

atau gelijkheid (pares), nanzun nzasih ada yang prima yaitu prinzus.'7 

Untuk mengetahui apa sebenarnya arti dari perwakilan atau parlemen, terlebih 

dahulu hams dilihat sejarahnya sebagai berikut : 

1. Pada zaman Yunani tidak ada perwakilan karena demokrasinya langsung 

(Direkte Democratie). 

2. Pada zaman Romawi ada suatu Konstruksi Perwakilan yang memberi bentuk 

lain pada teori kenegaraan Yunani yaitu Lex Regia dari Ulpianus, yaitu dalam 

bentuk penyerahan kekuasaan rakyat kepada Caesar yang dikenal dengan 

sebutan Caesarimus. Hal ini dianggap perwakilan tetapi bukan merupakan 

perwakilan yang sebenarnya. Ini hanyalah Perwakilan Teoritis yang oleh 

" Sutjipno, Perubalzan UUD 1945 Talzurz 1999-2002 (Dalarn balzasa akadenzik, bukan politik) , 
Konstitusi Press, Jakarta, 2007, lilm.119. 



Jellinek disebut Absortiven Representation, yaitu suatu perwakilan yang 

. mengabsorbir segala hak-hak kenegaraan dari yang diwakili. 

3. Teori Check and Balances 

Undang-undang Dasar 1945 sebelum diadakan perubahan memberikan 

kekuasaan yang besar atau dominan kepada eksekutif (Presiden). Akibatnya 

melahirkan pemerintahan otoriter, sehingga UUD 1945 dikenal dengan executive 

heavy1' seperti pengalaman dua masa pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1967) 

dan Presiden Soeharto (1967-1998). Hal yang demikian akan selalu terulang kembali, 

jika tidak ada pengawasan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk itu, 

kontrol harus dilakukan oleh kekuasaan yang sama secara terbatas antar lembaga. 

Kontrol itu perlu untuk menjaga keseimbangan, mencegah dorninasi dan 

penyalahgunaan wewenang. Apabila tidak, jika terjadi dominasi, menekan kekuasaan 

yang lain, dan cenderung disalahgunakan. 

Perubahan UUD 1945 perlu dilakukan oleh karena adanya beberapa kelemahan 

UUD 1945 yang meinungkinkan tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis. 

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah: Pertama, UUD 1945 memberikan dasar kuat 

kepada kekuasaan eksekutif, tidak adanya check and balances. Presiden menjadi 

penentu selnua agenda politik nasional, karena selain Presiden sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan, Golongan Karya sangat dominan di DPR dan MPR. 

I X Sri Soemantri M, UUD 1945 Kedudukan dun Aspek-Aspek Perubalzan~zya, Unpad Press, 
Bandung, 2001, hIm.22. 



Presiden juga pemegang kekuasaan di legislatif. Pengawasan dari lembaga yudisial 

maupun DPR tidak dapat berjalan efektif; tidak efektifnya kekuasaan MPR dan DPR 

lebih terletak pada aspek politik, yaitu karena kedua lembaga negara tersebut 

didominasi oleh kekuatan politik Presiden yaitu Golongan Karya. Keclua, UUD 1945 

memuat pasal-pasal yang multitafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan 

bermacam-macam arti. Akan tetapi yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh 

Presiden, seperti kekuatan Pasal 7 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali". Ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan minimal dua macam penafsiran, yaitu: 

dapat dipilih berkali-kali asalkan dilakukan setiap lima tahun atau ditafsirkan hanya 

dapat dipilih sekali lagi setelah masa jabatannya yang pertama. Ketiga, UUD 1945 

banyak memberi atribusi dan delegasi kepada Presiden untuk mengatur hal-ha1 

penting dengan Undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah. Dalam 

mengatur beberapa ha1 penting, Presiden selalu berada pada posisi yang lebih 

menentukkan daripada DPR sehingga banyak materi Undang-undang yang bersumber 

pada kehendak Presiden saja. Keempat, UUD 1945 terlalu percaya kepada semangat 

dan itikad baik orang yang berkuasa, sehingga lebih inenggantungkan pada semangat 

penyelenggaraan negara daripada mengatur pembatasan-pembatasan kekuasaan 

secara tegas.19 

19 Moh Mahfud MD, H L L ~ L L ~ I  dun Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 
hlm.116-117 



Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara tidak dapat 

dijadikan sandaran untuk penyelenggaraan negara. UUD 1945 perlu mempertegas 

aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan 

rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan otonomi daerah. Kelemahan 

UUD ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara 

yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Antara lain tidak adanya check and 

balances antara lembaga negara dan terpusat pada Presiden. Infrastruktur politik yang 

dibentuk, antara lain pzutai politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai 

kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana m e ~ t i n ~ a . ~ '  

Dengan kelemahan-kelemahan itu, maka selama menggunakan UUD 1945 (sebelum 

amandemen), Negara Indonesia tidak pernah terselenggara secara demokratis. Untuk 

mencegah berulangnya kecenderungan otoritarian, UUD 1945 harus diperbaharui 

untuk lebih mengukuhkan dan menjamin pelaksanaan demokrasi, sehingga negara 

berdasarkan hukum, benar-benar sebagaimana sarana mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 untuk 

menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudisial yang dianggap 

executive heavy, sehingga tercipta check and balances  ist tern.^' 

Dalam sistem check and balances, Presiden sebagai kepala eksekutif 

mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan lembaga 

20 MPR RI, Panduan Dalar7z Menzasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI, 2003, hlm.14. 

'' Risalah Sementara Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc. 1 BP-MPR 6 September 2001, 
Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2001., hlm.lO-17. 



parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai dengan prinsip Presidensial, 

Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, begitu sebaliknya parlemen juga tidak 

dapat menjatuhkan Presiden. Parlemen hanya dapat menuntut pemberhentian 

Presiden jika Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum; itupun biasanya 

dibatasi oleh konstitusi hanya untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu saja, sedangkan 

dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen secara mudah dapat menjatuhkan 

kabinet hanya karena alasan politik, yaitu melalui mekanisme yang bisa disebut 

dengan "mosi tidak percaya" (vote of cencure) terhadap kinerja kabinet dan terhadap 

kebijakan pemerintahan (beleid). Kebiasaan dalam sistem Presidensial yang ingin 

dikembangkan di ~ n d o n e s i a . ~ ~  

Perubahan UUD 1945 menurut Sri Soemantri Martosoewignjo dimaksudkan 

sebagai upaya untuk menghindari manipulasi kekuasaan seperti yang pernah terjadi 

pada masa pemerintahan Soekarno dan pemerintahan ~ o e h a r t o . ~ ~  Di samping itu, 

perubahan itu untuk menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif yang dianggap executive heavy sehingga tercipta check and balances 

systenz.'" 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pasca perubahan UUD 1945 menjanjikan 

lebih ditingkatkannya mekanisme check and balances antar lembaga negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa lalu, sebelum UUD 1945 diadakan 

22 Jimly Asshiddiqie, Fort7zat Kelenzbagaan Negara datz Pergeseran Kek~iasaan dalatn UUD 
1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.80. 

'3 lbrahim R, Sistenz Pengawasnn Konstitusional Antal-a Kekuasaan Legislatif dun Eksekutif 
Dalun~ Pe17zbahar~~nn U U D  1945, Disertasi Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003, hlm.2 

24 Risalah Sementara Rapat Pleno ke-25 Panitia Ad Hoc I BP MPR, loc.cit, lhlm.10-17. 



perubahan, penerapan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) oleh MPR 

dan mekanisme check and balances yang tidak jelas telah menimbulkan 

kecenderungan kepada arah sentralisasi kekuasaan oleh pihak eksekutif. Akibatnya, 

peran DPR sebagai alat kontrol atau pengawas terhadap eksekutif menjadi sangat 

lemah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan posisi yang sangat kuat kepada 

lembaga pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang 

menyatakan : " Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan." Materi muatan tersebut merupakan ketentuan 

konstitusional, dimana semula ha1 ini diatur dalam peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-undang Dasar 1945 , bahkan ada yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t . ~ ~  Miriam Budiardjo menyatakan sistem check and 

balances (pengawasan dan keseimbangan) adalah sistem dimana setiap cabang 

kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.26 Menurut 

Albert ~ a s i b u a n , ~ ~  sistem konstitusi yang merancang demokrasi adalah sistem check 

and balances yang memberikan garansi serta memastikan adanya deliberation atau 

sistem konstitusi yang berisikan reasoning spirit of tlze constitution. Oleh karena itu, 

Undang-undang Dasar 1945 yang demokratis itu bersifat pragmatis karena 

mempunyai sistem check and balances diantara lembaga-lembaga negara.28 

2' Sri Soemantri, UUD 1945 Kedudukan.., loc.cit, hlm.25 
26 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ..., loc.cit, hlm.47. 
27 Ibrahim R, Sistem Penga~vasarl..,loc.cit, hlm.47 
2X  Ibid. 



E. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam tesis ini adalah Implementasi Hak-Hak Pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pemerintah Tahun 

2004-2009. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

seperti norma, dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi : 

Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak 

mengikat, bahan hukum sekunder ini terdiri dari : buku, artikel, jurnal, 

majalah dan koran maupun makalah-makalah yang terkait dengan topik 

penulisan ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua 

bahan diatas yang terdiri dari : kamus hukum, kamus bahasa, kamus politik 

d m  ensiklopedia. 



3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan alat dan 

cara melalui penelitian kepustakaan2' atau studi dokumen, dipelajari bahan-bahan 

yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dari 

bahan-bahan tersebut dipilih azas-azas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lainnya. 

Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan 

memudahkan dalam melaksanakan analisis data. 

4. Teknik Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan politis. 

5. Teknik Analisis Data 

Data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di 

atas kemudian disusun sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan. 

Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif secara logis dan 

mendalam. Data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam 

sebagai suatu kajian yang komprehensif. Hasil analisis akan disajikan secara 

deskriptif analitis. 

Apabila terjadi perubahan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

berdasarkan saran dan rekomendasi DPR, maka dapat dikatakan bahwa hak-hak DPR 

'"enelitian Kepustakaan atau disebut juga penelitian hokum normatif adalah penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar hukumnya. Lihat dalam Soerjono 
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nornzatz Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13-14. 

26 



(khususnya hak angket) berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah. Namun apabila 

tidak terjadi perubahan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau 

pemerintah tidak menanggapi saran dan rekomendasi DPR, maka dapat dikatakan 

bahwa hak-hak DPR tidak mempunyai implikasi terhadap kebijakan dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Penelitian direncanakan terdiri dari 5 (lima) bab dengan penjelasan 

masing-masing bab sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab I1 membahas tentang demokrasi, lembaga perwakilan, dan negara hukum. 

Bab ini mencakup tentang konsepsi demokrasi yang terdiri dari definisi dan 

perkembangan demokrasi, unsur-unsur demokrasi, macam-macam demokrasi, serta 

check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya bab ini 

membahas tentang konsepsi lembaga perwakilan, yang terdiri dari sistem lembaga 

perwakilan dan fungsi lembaga perwakilan. Pada sub bab konsepsi negara hukum, 

akan dibahas mengenai sejarah negara hukum, ciri-ciri negara hukum dan tipe negara 

hukum. 

Bab 111 membahas tentang lembaga perwakilan di Indonesia. Dimulai dari 

perkembangan lembaga perwakilan di Indonesia, yang akan dijabarkan dari lembaga 



perwakilan di Indonesia 1959-1965, lembaga perwakilan di Indonesia masa orde 

baru, dan lembaga perwakilan di Indonesia pasca orde baru. Selanjutnya akan dibahas 

mengenai DPR sebagai lembaga perwalulan di Indonesia, termasuk di dalamnya 

tugas, fungsi dan wewenang DPR dan DPR sebagai suatu sistem politik. Dan di bab 

ini juga akan dibahas mengenai apakah DPR merupakan perwakilan rakyat atau 

perwakilan partai. 

Bab IV membahas mengenai implementasi hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat 

Tahun 2004-2009. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai implementasi hak 

interpelasi, implementasi hak angket dan implementasi hak menyatakan pendapat. 

Selanjutnya &an dibahas mengenai implementasi hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat 

Tahun 2004-2009, apakah hak-hak konstitusional tersebut sudah DPR laksanakan 

dengan maksimal ataukah belum. Lalu dilihat apakah hubungan antara hak-hak 

konstitusional DPR dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 



BAB I1 

DEMOKRASI, LEMBAGA PERWAKILAN DAN NEGARA HUKUM 

A. KONSEPSI DEMOKRASI 

1. Definisi dan Perkembangan Demokrasi 

Pada permulaannya pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan 

nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai 

demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan 

beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang 

menyusulnya. 

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan 

hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 

sampai abad ke-3 SM. Tokoh-tokohnya antara lain: Solon (638-558 SM) dikenal 

sebgai 'tokoh hukum', Chleisthenes (508 SM) dikenal sebagai 'Bapak demokrasi 

Athena', Pericles (638-558 SM), seorang jenderal yang dikenal sebagai 'negarawan ' 

dan Demosthenes (508 SM), seorang negarawan yang dikenal sebagai 'orator'. 

Perkembangan demokrasi Athena bisa dikatakan sebagai abad permulaan demokrasi. 

Pada masa Yunani Kuno dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang 

dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy); artinya hak rakyat untuk 

membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga 



negara yang bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas. Sifat langsung dari 

demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena negara kota (city state) 

Yunani kuno berlangsung dalam suatu kondisi sederhana, wilayahnya terbatas pada 

sebuah kota dan sekitarnya, serta jumlah penduduk yang hanya berlaku untuk warga 

negara resmi yang hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Untuk 

mayoritas yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak 

demokrasi tidak berlaku. Oleh karena itulah, pelaksanaan demokrasi dikritik oleh 

Plato dengan menawarkan alternatif pemerintahan aristokrasi yang ia sebut dengan 

'aristokrasi para cendekia', sedangkan Aristoteles menawarkan format negara 

politeae, yakni demokrasi moderat berdasarkan UUD.' Pada waktu itu praktek 

demokrasi dilakukan secara langsung (direct denzocracy), artinya hak rakyat untuk 

membuat keputusan-keputusan politik dilakukan secara langsung oleh seluruh warga 

negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat 

dilaksanakan sebab Negara Kota (city state) berlangsung secara sederhana dengan 

wilayah kota yang terbatas dan jumlah penduduk yang sekitar 300.000 orang. Selain 

itu ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang r e ~ m i , ~  sedangkan 

orang-orang yang menjadi "budak" dianggap tidak mempunyai hak-hak apapun, 

bahkan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjualbelikan. 

I Khamami Zada dan Idy Muzayyad (editor), Wacana Polirik Hukunz dun Dernokrasi Indonesia, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm.79 

Ni'matul Huda, Negara Hukunz, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, 
hlm. 10 



Pada saat itu, meski pengambilan keputusan secara kolektif telah mulai 

diselenggarakan, pelembagaannya belumlah dikenali secara utuh, dalam tahap inilah 

baru muncul pemikiran mengenai teori negara. Yunani kuno biasanya dianggap 

sebagai contoh awal dari sejarah sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum dan 

demokrasi modern. 

Menurut Franz Magnis suseno3 pelaksanaan demokrasi di Yunani kuno tersebut 

mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut : yertama, mereka mengembangkan 

suatu sistem kelembagaan yang canggih yang secara eksplisit didasarkan pada 

gagasan kekuasaan di tangan rakyat. Kedua, prinsip demokrasi mereka sadari dan 

mereka refleksikan secara eksplisit filosofis, dengan mempertimbangkan pro dan 

kontranya, serta dengan memperbandingkan bentuk kenegaraan demokratis dengan 

bentuk-bentuk pemerintahan lain seperti kekuasaan satu orang dan kekuasaan di 

Pada zaman Romawi, demokrasi warisan Yunani tersebut terkubur dalam sejarah 

peradaban Eropa, akibat kesalahan bangsa Romawi dan suku bangsa Eropa Barat dan 

Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400 M). Masyarakat pada abad 

pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; kehidupan sosial dan 

spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan 

politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, sehingga 

tenggelam dengan apa yang disebut dengan masa kegelapan. Feodalisme ditandai 

"ranz Magnis Suseno, Mencari Sosok Dernokrasi, Sebciah Telaalz Filosofis, Gramedia, Jakarta, 
1995, l1lm.35. 



dengan kepemilikan raja atas seluruh tanah, namun lambat laun golongan ekonomi 

menengah dan para penyewa tanah (tenant) merasa tidak puas dengan dominasi raja 

tersebut dan mulai melakukan tawar-menawar dengan raja. Hasil dari tawar-menawar 

ini, sebagai contoh, adalah dokumen Magna Charta atau Piagam Besar (1215 M ) ~  

yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John di Inggris 

bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges bawahannya 

sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. 

Lahirnya piagam ini, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, dapat dikatakan sebagai 

lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam itu terlihat 

adanya dua prinsip dasar. Pertama, kekuasaan raja hams dibatasi dan kedua, HAM 

lebih penting daripada kedaulatan rajaa5 Pada zaman feodal inilah lembaga 

representasi muncul sebagai lembaga yang bertugas mewakili sejumlah besar tenant 

dan golongan pedagang dalam membuat tawar-menawar dengan pihak raja atau pihak 

bangsawan. H o ~ ~ s e  of Coryznzons di Inggris adalah contoh konkret sebuah lembaga 

representasi. 

Geliat demokrasi pada peradaban barat baru tampak pada abad pertengahan, 

setelah banyak sarjana barat banyak menggali kebudayaan Yunani lewat tulisan 

terjemahan para sarjana Islam. Kontak ide dengan sarjana Islam ini disebabkan 

terjadinya perang salib (1096-1291 M) antara penganut agama Kristen dan Islam 

Miriam Budisu-djo, Dasar-dasar llntu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XIII, Jakarta, 
1991, hlm.54 

5 Moh. Mahfud MD, Delitokrasi dun Konstitusi di Indonesia, PT Rinneka Cipta, Jakarta, 2001, 
hlm.21 



dalam memperebutkan Yerussalem. Dua kejadian besar yang menandai perubahan 

tersebut adalah "Renaissance" dan "Refonnasi". 

Renaissance sebagai aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan 

kebudayaan Yunani dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncak pada 

abad ke-15 dan ke-16. Dasar idenya adalah kebebasan berpikir dan bertindak 

seluas-luasnya tanpa dibatasi dengan ikatan-ikatan. Hal ini berdampak positif dalam 

mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan adanya pemikiran untuk 

lepas dari semua ikatan juga menimbulkan akibat buruk dengan sifat a-sosial yang 

tercela secara moral. Pada akhir abad ke-15 dan 16 inilah muncul tokoh-tokoh seperti 

Machiavelli (1469-1527 M) di Italia dengan ide sekularismenya, Jean Bodin dari 

Inggris dan Thomas Hobbes dari Perancis (1588-1679) dengan teori kontrak ~ o s i a l . ~  

Sedangkan peristiwa reformasi, yakni revolusi agama di Eropa Barat pada abad 

ke-16, mulanya menunjukkan sebagai perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi 

kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanianisme. Dimulai saat Martin 

Luther yang mempunyai ajaran tentang pengampunan sebagai kepercayaan saja, 

pengganti upacara-upacara, menempelkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg (31 

Oktober 1517) yang kemudian memancing terjadinya serangan terhadap gereja. 

Ajarannya disambut di mana-mana sehingga menyulut api pemberontakan, sengketa 

dengan kaisar dan gereja. Berakhirnya reformasi ditandai dengan terjadinya 

perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan 

6 Masykuri Abdillah, Denzokrasi di Persilnpangan Makna : Respon Intelektual Muslil~z Terlzadap 
Konsep Denzokrasi (1965-1993), Tiara Wacana, Yogyakarta, ctk.Pertama, 1999, hlm.71-72. 



pasta perang selama 30 tahun. Namun Protestanisme tidak hilang setelah reformasi 

usai melainkan menjadi kekuatan dasar di dunia barat sampai ~ e k a r a n ~ . ~  Aliran ini 

membelokkan perhatian yang tadinya semata-inata diarahkan kepada tulisan-tulisan 

keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya 

pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul 

akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, 

baik di bidang spirituil dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. 

Hasil dari pergumulan ini adalah timbulnya gagasan mengenai perlunya kebebasan 

beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal 

keduniawian, khususnya dibidang pemerintahan. Ini dinamakan "pemisahan antara 

Gereja dan ~ e ~ a r a " . ~  

Kedua peristiwa diatas mempersiapkan Eropa memasuki masa Aufklarung atau 

Enlightment (1650-1800 M) yang merupakan abad pemikiran dan rasionalisme. 

Aufklarung telah mendorong kemerdekaan pikiran dari pembatasan Gereja untuk 

mendasarkan pemikiran rasio semata yang pada gilirannya melahirkan gagasan 

kebebasan politik, diikuti hak-hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan raja, 

sehingga memunculkan kecaman terhadap kekuasaan raja yang tidak terbatas dalam 

bentuk monarki absolut. Hal demikian didasarkan pada teori rasionalitas sebagai 

social contract (perjanjian masyarakat). Teori hukuin alam merupakan usaha 

' Hasan Slladili, Ensiklopedi Unzum, Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, Jakarta, 
1977, hln1.937-939. 

X Miriam Budiardjo, Ibid, 1ilm.55. 



mendobrak absolutisme dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas 

yang disebut d e m ~ k r a s i . ~  

Pada akhir abad ke-17 dan ke-18 inilah myncul tokoh-tokoh Filsuf yang 

memberikan pada gagasan pemerintahan demokrasi seperti John Locke (1632 M) di 

Inggris dengan ide konstitualisme, liberalisme dan Trias Politika (legislatif, eksekutif, 

dan federatif) yang menyebutkan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas 

hidup (live), kebebasan (liberty), dan hak memiliki (property); Montesquieu 

(1689-1755 M) dari Perancis yang mengembangkan pikiran Locke mengemukakan 

trias politika sebagai sistem pemisahan kekuasaan negara dalam kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif yang dipegang oleh organ mandiri yang merupakan sistem 

pokok yang menjamin hak-hak politik rakyat dan dari pemikiran inilah kemudian J.J 

Rosseau (1712-1778 M) memuriculkan kembali ide kedaulatan rakyat dan kontrol 

sosial.1° 

Lahirnya representasi atau perwakilan pada hakekatnya bukanlah berasal dari ide 

demokrasi, melainkan bagian dari sistem feodal. Sebagaimana pendapat C.F Strong : 

"representation is not tlze offspring of democracy it se& but the offspring of a feodal 

system"." Pada abad pertengaharilah perwakilan lahir dalam sistem monarki feodal di 

Inggris dengan memberikan kekuasaan kepada feodal-feodal untuk menguasai' tanah 

di wilayahnya, jika raja menginginkan pemungutan pajak. Sehingga wakil raja 

tersebut cukup menemui para feodal dan diberi nama Lorcl. House of Lords yang 

"bid, hlm.57. 
"' Moh. Mahfud MD, Ibid, hlm.25-26. 

. I I  Miriam Budihardjo, op.cit, hlm.174. 



terdiri dari anggota lord dan para pendeta sebagai lembaga yang ditugasi memberi 

nasehat kepada raja dalam melakukan pemungutan pajak. Karena kekuasaan lembaga 

House of Lord makin besar, maka mulailah hak-hak raja dibatasi oleh lembaga 

tersebut sehingga muncul lembaga dari golongan menengah dan rakyat, yang disebut 

House of Commons karena mereka adalah orang kebanyakan. House of Lord dan 

House of Conznzons disebut Parlianzentum atau parlemen, yang kemudian dianggap 

sebagai lembagaa perwakilan pertama dalam pengertian modern. 

Penyerahan kewenangan mengatasnamakan rakyat kepada lembaga negara yang 

mempunyai otoritas untuk memerintah rakyat merupakan suatu ha1 yang terjadi 

dalam proses politik di negara manapun. Menurut Robert Paul Wolf peran lembaga 

negara yang mengatasnamakan negara itu, diartikan sebagai " suatu kelompok orang 

yang mempunyai otoritas tertinggi dalam wilayah tertentu terhadap penduduk 

tertentu."12 

Setelah runtuhnya peradaban Yunani, muncullah peradaban Romawi yang 

menggagas satu konsep baru yaitu senat sebagai perwakilan yang berfungsi sebagai 

pengawas pemerintahan Caesar yang memegang kekuasaan eksekutif. Setelah 

Romawi runtuh maka muncul negara-negara Monarki yang menjadikan satu orang 

(raja) sebagai pusat dari pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa wakil rakyat 

adalah raja, sehingga raja dengan pemerintahannya dapat mengatasnamakan negara. 

Raja bertindak atas nama negara dengan tujuan melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Carol C.Gould, Demokrasi Ditinjau Kenzbali, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm.229. 
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Akan tetapi ha1 ini membawa kekhawatiran tentang kekuasaan yang diberikan kepada 

satu lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Montesquieu : 

"Wlzen tlze legislative and executive are united in the same persons or body, there 
can be tlze liberty, because apprehensions may arise lest the same nzonarclz or 
senate should enact tyrannical laws, to enforce thenz in tyrannical liberty of the 
subject w o ~ ~ l d  then be exposed to arbitrary control, for the judge would then be 
the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with 
all the violence of an opressor. J' '3  

(Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif bersatu dalam satu orang atau lembaga 
berarti kemungkinan akan tidak ada kebebasan karena kesanggupan akan muncul 
dengan membuat peraturan perundang-undangan yang tiran dan dilakukan oleh 
pemerintahan monarki atau senat, dan lembaga tersebut akan berbuat tirani. Dan 
ketika kekuasaan menpdili '  bersatu dengan legislatif, maka kehidupan dan 
kebebasan dari pengadilan tersebut akan kemudian terkena kontrol sepihak 
dimana hakim tersebut menjadi legislatif. Dan ketika kekuasaan mengadili 
digabung dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan bertindak 
dengan segala kekerasan sebagai penindas). 

Pada abad ke-15, absolutisme raja mendapat kecaman dari para pemikir barat 

yang menciptakan sebuah konstruksi sosiologis imajiner bahwa pada awalnya 

manusia tidak memiliki aturan dan memangsa satu sama lain. Kemudian, supaya 

tercipta kedamaian, manusia mengikatkan dirinya satu sama lain dengan janji untuk 

saling menjaga lewat sesuatu yang oleh para pemikir itu disebut sebagai "kontrak 

sosial"14 Lebih konkretnya lagi, kontrak tersebut tertuang dalam bentuk konnstitusi, 

seperti misalnya konstitusi AS yang pada pembukaannya tertulis "We the people of 

- - the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure 

,,I5 domestic tranquility.. Dengan demikian dalam pemikiran Jurist Barat, manusia 

pp- 13 Harold J Laski, A Gramnzar of politics, George Allen & Unwin LTD, London, 1938, hlm.297. 
l 4  Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosial Politik dari 

Zanzan Kclno Hingga Sekarang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.912. 
I S  Ibid, hlm.943. 



pada dasarnya adalah berdaulat untuk membuat kesepakatan bersama dan untuk 

saling melindungi yang tertuang dalam sebuah kontrak sosial. Ungkapan Oppenheim, 

bahwa common consent in the basis ofall law, sangat mencerminkan pemikiran ini.16 

Dari sinilah asal mula teori yang menyatakan bahwa kedaulatan pada hakekatnya 

berada di tangan rakyat dan oleh karenanya konstitusi atau hukum apapun dibentuk 

berdasarkan atas common consent. 

Ada berbagai macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi 

konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, 

demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi 

yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "governnzent or rule by the 

people 'I .  

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan.'7 Istilah demokrasi jika dirunut 

menurut asal kata berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) yang 

berarti kek~~asaan ditangan rakyat atau government by the people. Namun pemakaian 

konsep ini di zaman modern diawali sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam 

masyarakat barat pada akhir abad ke 18. Sedangkan menurut Solly ~ubis" ,  istilah 

demokrasi berasal dari perkataan Yunani, demos cratein, yang berarti rakyat 

memerintah. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yaitu dengan perantaraan 

wakil-wakilnya yang mereka pilih secara bebas. Demokrasi menjadi istilah yang 

'"arol G. Gould, Ibid, hlm.31 
" Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Tadjuddin Noer Efendi ed, Kerjasama CCSS 

dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.1. 
I X Solly Lubis, Il17zu Negara, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.64 



umum digunakan untuk menamakan suatu bentuk negara dimana pemerintahan 

dipegang oleh rakyat (demos). 

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "Inleiding in de vergelijkende 

staatsrechtwetenschap", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata 

Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.19 Ditinjau lebih dalam 

lagi tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan 

atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak 

termasuk dalam pengertian demokrasi adalah cara pemerintahan negara yang disebut 

"autocratie" atau "oligarchie" yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan 

kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk 

mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat. Cara 

pemerintahan yang bagaimanakah yang masuk dalam arti demokrasi itu? Menurut M. 

Durverger di dalam bukunya "les regimes politiques", maka dalam artian demokrasi 

itu ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan 

golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu 

sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah 

berhak sama untuk memerintah dan untuk diperintah.20 

Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi yang kita kenal sekarang 

sebenarnya merupakan hasil gabungan dari empat sumber, yakni paham demokrasi 

YunaniIAthena, tradisi republikan, paham pemerintahan perwakilan, dan logika 

I9 Koencoro Poerbopranoto, Sistem Penzerintahan Denzokrasi, Eresco, Bandung, 1987, hlm.6. 
?(' Ibid. 



kesamaan politik. Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa logika persamaan 

politik barangkali merupakan unsur yang paling universal. Yang dimaksudkan Robert 

A. Dahl sebagai logika kesamaan politik adalah sebuah gagasan yang muncul di 

banyak lingkungan budaya dan tradisi yang menganggap bahwa semua anggota 

sebuah kelompok sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama 

dengan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan kelompok  it^.^' 

Secara historis, Dahl menyebutkan tiga tahap transformasi demokrasi. Pertama 

adalah tahap demokrasi langsung yang lahir dari tradisi Yunani. Tahapan pertama 

demokrasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi modern yang 

kita kenal sekarang, karena adanya tradisi untuk mengambil keputusan kolektif secara 

langsung dalam lingkup terbatas sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Yunani 

kuno. Dalam sistem pemerintahan ini semua keputusan penting diambil oleh sebuah 

majelis yang terdiri dari 500 orang yang dipilih untuk jangka waktu tertentu satu atau 

dua tahun -oleh semua warga negara resmi- dimana orang tidak boleh dipilih dari dua 

kali, sehingga jumlah warga negara yang secara aktif terlibat sangat tinggi. Majelis 

itu mengangkat dan memberhentikan para pernimpin. Tahap selanjutnya adalah tahap 

republikanisme yang muncul pada akhir abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan 

Tengah melalui pola pemerintahan demokratis yang tidak mengacu pada kota-kota 

demokratis Yunani melainkan pada tradisi Republiken, yaitu tradisi Republik 

Romawi Kuno. Lebih daripada demokrasi, tradisi republikan sebenarnya merupakan 

2'  Robert A. Dahl, Demokrasi dun Para Pengkritiknya, Terjemahan ole11 A. Rahman Zainudin, 
ctk.Pertama, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm.36. 



sebuah aristokrasi (kekuasaan ditangan para bangsawan dan golongan terpandang), 

tetapi di dalamnya rakyat (plebs) selalu memainkan peranan amat penting. Tahap 

ketiga adalah tahap modernitas yang merupakan tahap penggalian.22 

Terkait dengan transformasi demokrasi menurut Dahl, Huntington menyatakan 

bahwa demokrasi modern telah mengalarni tiga gelombang besar. Gelombang 

pertama berakar pada revolusi Perancis dan Amerika yang ditandai dengan 

tumbuhnya institusi-institusi nasional yang demokratis pada abad ke-19. Gelombang 

kedua dimulai sejak Perang Dunia I1 yang ditandai dengan perimbangan konstelasi 

antar bangsa dan kemunculan negara pasca kolonialis. Gelombang ketiga dimulai 

sejak 1974 dengan berakhirnya kediktatoran Portugal yang menggejala hingga 

1990-an .~~ Bahkan gelombang selanjutnya akan terus terjadi seiring dengan 

perkembangan modernitas, terbukti dengan kemunculan negara post kolonialis 

dengan konstelasi antar bangsa. 

Ada dua ciri khusus dari kedua budaya demokratis tersebut di atas, yaitu 

pertama, pemerintahan demokratis hanya terwujud dalam kerangka negara yang 

luasnya tidak terlalu besar, dan keclua, bahwa dernokrasi bersifat cukup langsung di 

mana majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain terus menerus berhubungan 

langsung dengan rakyat yang telah menetapkan mereka. Akibatnya budaya ini tidak 

dapat diterapkan pada negara-negara bangsa yang mulai tumbuh pada abad ke-16. 

22 R. Eep Saefullah Fatah, Masalalz clan Prospek Denlokrasi di Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1994, hlm.11. 

23 Samuel P. Huntington, Gelornbang Der71okratisasi Durzia Ketiga, terjemahan Sya'roni Muadz, 
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm.12-28. 



Itulah sebabnya acuan terhadap cita-cita pemerintahan rakyat secara langsung tidak 

dapat ditemukan dalam pustaka filsafat politik dan hukum abad ke-17 dan ke-18. 

Demokrasi dalam arti modern baru menjadi suatu kemungkinan real sesudah sebuah 

unsur baru masuk ke dalam wawasan para pemikir politik, yaitu prinsip perwakilan 

atau pemerintahan representatif. Selanjutnya Suseno mencatat bahwa demokrasi 

representatif baru menjadi cita-cita pemikiran politik berkat adanya dua peristiwa 

besar, yaitu revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang menghasilkan United 

States Of America pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789. 

Hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu 

memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di 

berbagai negara tidak selalu sama. Secara filosofis, demokrasi adalah antitesis dari 

otoritarianisme dan sebagai dasar hidup bernegara demokrasi memberikan pengertian 

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara oleh 

karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.24 Untuk itu, demokrasi 

mempunyai arti penting bagi sebuah negara sebab demokrasj menjarnin hak dan 

kebebasan rakyat untuk menentukan jalannya organisasi negara. 

Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph ~ c h u m ~ e t e r . ~ ~  Baginya 

demokrasj secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme 

untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih 

24 Moh.Mahfud MD, op.cit, hlm.19 
25 Georg Sorensen, op.cit, hlm.14 



salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara 

pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara 

dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih 

diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut 

dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, "Metode demokratis adalah penataan 

kelembagaan untuk sampai pada kehutusan politik dimana individu meraih kekuasaan 

untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara." 

Pengertian demokrasi yang sangat komprehensif yang diusulkan oleh David Held. 

26 Held menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan transisi marxis untuk 

sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi : 

"Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; 
yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang 
sama) dalam suatu kerangka berpikir yang menghasilkan dan membatasi peluang 
yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk 
meniadakan hak-hak orang lain." 

Ada dua pendekatan terhadap demokrasi : pendekatan normatif dan pendekatan 

empirik.27 Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu 

kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan 

dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide kedaulatan rakyat secara 

utuh sulit diterapkan selain beragam dan seringkali saling bertentangan, rakyat juga 

sulit dihimpun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itulah 

muncul ide demokrasi perwakilan yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, 

2"bid 
27 Jean Baechler, Democracj~ an Analytical Survey, Unesco; USA, 1995, hlm.7, lihat pula Afan 

Gaffar, Politik Indonesia:Transisi Menujcr Denzokrasi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, hlm.11. 



baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang anggota-anggotanya dipilih 

dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan 

rakyat.28 Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi 

dalam kehidupan politik sebagai rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk 

memilih, mendudukkan dan meminta pertanggung jawaban wakilnya di lembaga 

perwakilan. Wakil-wakil inilah yang kemudian inembuat dan menjalankan keputusan 

publik. 

Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep 

demokrasi, yaitu sebagai tujuan dan sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori 

normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai t~ijuan (resep tentang bagaimana 

demokrasi seharusnya), sementara teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang 

ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang)." 

Sedangkan Franz Magnis Suseno dalam menelaah mengenai pengertian dasar 

demokrasi, membedakan antara apa yang disebutnya dengan "telaah etika politik" di 

satu pihak dan "diskursus politik" di lain pihak. Menurutnya "diskursus politik" dapat 

diartikan sebagai mengajukan penilaian, kritik dan tuntutan langsung terhadap realitas 

politik yang bertujuan menilai, mempengaruhi, inempertahankan atau mengubah 

keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi dan legitimasi yang 

diajukan oleh pelbagai aktor di panggung politik. Sedangkan telaah "etika politik" 

2X Pengakuan rakyat sebagai dasar kedaulatan dalam sistem hukum di Indonesia bisa dilihat dalam 
pasal 1 ayat (2) Perubahan IV UUD 1945. 

2' Anders Uhlin, Oposisi Berserak:Arus Deras Denzokratisasi Gelonzbang Ketiga di Indonesia, 
terjemahan oleh Rofik Suhud, ctk.pertama, Mizan, Bandung, 1998, hlm.33. 



termasuk telaah filsafat yang objeknya adalah prinsip-prinsip sebagai dasar untuk 

dapat mempertahankan syarat, konsistensi dan implikasi-implikasi 

pertanyaan-pertanyaan diskursus politik dari segi prinsip etika. Apabila dikaitkan 

dengan dua pendekatan LThlin, maka pengertian telaah etika politik dapat dilihat 

sebagai teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang 

bagaimana demokrasi seharusnya). Sementara diskursus politik dapat dilihat sebagai 

teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa 

demokrasi itu sekarang). 

~ e n u r u t  Beetham normatifitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang 

kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan 

solidaritas antara warga negara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang - 
hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi 

- 

dan bertanggung jawab secara t r an~~aran .~ '  Dalam suatu pemerintahan, 

prinsip-prinsip di atas mensyaratkan seperangkat instrumen, meliputi : (i) pemilu 

yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab; 

(ii) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; 

dan (iii) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun 

organisasi masyarakat sipil yang bebas dan berorientasi demokratis. Prasyarat 

efektifnya suatu sistem demokrasi adalah independensi atau kemandirian dan 

korespondensi atau kesesuaian antara definisi resmi denzos (yakni bagaimana "warga 

negara Indonesia" didefinisikan secara legal konstitusional dan administratif) dengan 
- - 

30 Beetham, Dei~zocracy and Hunzan Rights, Polity Press, Oxford, 1999, hlm. 12. 
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bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam urusan publik dalam arti 

kratos. Hal inilah yang pada akhirnya mengacu pada responsifitas representasi.31 

Demokrasi normatif sebagai sebuah ide pemerintahan rakyat memposisikan 

rakyat dalam posisi sentral untuk menentukan dan menilai kebijaksanaan negara oleh 

ka'rena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kedaulatan rakyat ini 

dipahami Rosseau sebagai kemauan rakyat (volonte generale atau general will) yang 

dilembagakan melalui lembaga perwakilan rakyat agar dapat dirumuskan dalam 

public policy."2 Atas dasar tersebut maka lahirlah teori demokrasi representatif, 

dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit 

orang dalam lembaga parlemen (legislatif) yang dipilih rakyat melalui pemilu sebagai 

implementasi kdaulatan rakyat yang diimbangi dengan lembaga pemerintah 

(eksekutif) sebagai pelaksana kebijakan parlemen dan lembaga-lembaga hukum 

(yudikatif). 

Sedangkan dari sudut empiris, Henry B. Mayo menyebutkan bahwa sistem 

politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam ha1 

ini, C.F. Strong mengemukakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan 

dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem 

3'  Beetham, Bracking, Kearton dan Weir, International Idea Handbook And Denzocrac.y 
Assesnzent,- The Hague, London, Kluwe Law International, New York, 2002, hlm.37-39. 

32 Deliar Noer, Pengantar ke Pernikiran Politik, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.207. 



perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan 

tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Atau dengan kata lain negara demokratis 

didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.33 

Pelembagaan kedaulatan rakyat itu terkonkretisasikan dalam tiga cabang 

kekuasaan yang identik dengan trias politika, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. Pelembagaan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan melalui prinsip 

pembagian kekuasaan (distribution of power), dimana lembaga tertinggi negara 

membagi-bagikan kekuasaan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara 

dibawahnya maupun melalui prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) 

yang menentukan pembagian kekuasaan secara horizontal dengan cara 

memencarkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi 

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain 

berdasarkan prinsip check and balances. Dengan adanya prinsip ini, maka kekuasaan 

negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga 

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi 

yang kebetulan menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang 

bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 

Terkait dengan ha1 itu, April Carter maupun Lawrence ~ o o d ~ ~  menyatakan 

bahwa dalam teori demokrasi perwakilan (representative dernocratie theory), institusi 

33 Moh.Mahfud MD, op.cit, hlm.19-20. 
" April Carter, Otoritas clan De~izokrasi, CV Rajawali Jakarta, 1985, hlm.70, lihat juga Lawrence 

Dood, Coalitions in Parlianzentary Governntent, Princeton University Press, New Jersey, 1976, 
hlm.16. 



perwakilannya meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif 

sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembuatan hukum (legislator) 

untuk menjalankan kehendak rakyat yang terinterpretasikan dalam UUD (supreme 

legislative body of some nations) dan UU lazim disebut dengan parlemen terkait 

dengan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan 

penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan UUD dan UU yang 

ditetapkan. Guna mengefektifkan fungsi pengawasan inilah, parlemen memiliki hak 

interpelasi, hak angket dan hak bertanya. Lembaga eksekutif adalah institusi 

pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibentuk berdasarkan hukum yang 

dibuat oleh legislatif, dalam model parlementer system, Presidensial system, hybrid 

- system maupun collegial system. Lembaga eksekutif berfungsi untuk memilih dan 

merumuskan kebijakan-kebijakan yang menentukan arah simbolis yang jelas dan 
- 

menjamin agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. 

Sedangkan lembaga yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi 

yudisial sesuai dengan prinsip 'independent of judiciary' diakui bersifat mandiri 

dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan 

lainnya, terutama eksekutif. 

Menurut Dahlan ~ h a i b ~ '  Paham demokrasi mengandung 2 arti : yertama, 

demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya 

rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kedua, demokrasi 

" Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukui~z dan Kolzstitusi, Liberty, Yogyakarta, 2000, 
Iilm.7 



sebagai azas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga 

muncul istilah demokrasi konstitusional, dan demokrasi rakyat. Rakyat adalah titik 

sentralnya karena rakyat di suatu negara pada hakekatnya adalah pemegang 

keda~llatan, artinya rakyatlah sebetulnya yang menjadi sumber kekuasaan. 

Karena sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa 

pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat demokrasi yang 

dilaksanakan. Rakyat berhak menikrnati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah 

arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua 

aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan 

kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Bagir Manan seperti yang dikutip oleh Nukhtoh A.K mengatakan bahwa 

kerakyatan adalah padanan kata demokrasi. Dalam batang tubuh UUD 1945, 

kerakyatan diterjemahkan menjadi kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Istilah 

kedaulatan rakyat itu sendiri terdapat juga dalam pembukaan: " ... yang terbentuk 

clalanz suat~i susunalz Negara Republik Indonesia, yang berkeclaulatan rakyat ...". 

kerakyatan, kedaulatan -rakyat atau demokrasi menurut UUD 1945 dijalankan dengan 

permusyawaratan/perwakilan.'s Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem 

penyelenggaraan negara yang berdasarkan kehendak dan partisipasi rakyat yang 

bermuara pada ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. 

36 Bagir Manan, Hublingan antar-a Pusat dnn Daeralz Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, 
hlm.156-157. 



2. Unsur-unsur Demokrasi 

Demokrasi adalah konsep kenegaraan yang berasal dari alam pikiran Yunani 

yang mengemukakan bahwa pemerintahan adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Oleh karena itu yang diinginkan disini adalah suatu demokrasi yang 

sifatnya partisipatoris (participatory dernocratie) dengan kebebasan sebagai nilai 

utama (great value). j7 

Demokrasi dianggap mengandung nilai-nilai universal yang tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat barat tempat asal lembaga demokrasi tetapi juga 

oleh masyarakat dunia. Hal ini nampak pada meluasnya minat untuk menegakkan 

demokrasi terutama di kalangan negara dunia ketiga sejak awal abad 20. Partisipasi 

rakyat dalam setiap pembuatan keputusan politik adalah sesuatu yang didambakan. 

Seolah-olah implementasi nilai-nilai demokrasi ini telah menjadi obsesi di berbagai 

masyarakat dunia. 

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemahaman atas prinsip kedaulatan 

rakyat yang diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat dari 

rakyat dan untuk rakyat. Di Negara kita hakekat demokrasi ini dituangkan dalam 

UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang teksnya berbunyi sebagai berikut : " Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 1 

ayat 2 ini merupakan hasil dari amandemen ke-3 UUD 1945. 

37 Syahda Guruh LS, Menin~bang Otonomi VS Federal Mengen~bangkan Wacana Federalisme dun 
Otonomi Luas Men~lju Masyarakcrt Madani Indonesia, Remaja Rodakarya, Bandung, 2000, 
hlm.156-157. 



Demokrasi politik mempunyai tiga dimensi : Kompetisi, partisipasi serta 

kebebasan sipil dan politik. Ketika hendak mengkaji status deinokrasi di suatu 

negara, langkah pertama yang harus diambil adalah melihat ketiga elemen tersebut. 

Robert A. Dahl menyatakan pendapatnya bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai 

demokrasi diperlukan kehadiran lembaga-lembaga politik yang dapat dikelompokkan 

ke dalam 6 lembaga, yaitu :38 

1. Para pejabat yang dipilih; 
2. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala; 
3. Kebebasan berpendapat; 
4. Sumber informasi alternatif; 
5.  Otonomi asosiasional; 
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif. 

Sementara Andrews dan Chapman menyatakan ada 6 (enam) ciri penting dalam 

rezim demokrasi, yaitu hak suara yang luas, pemilihan umum yang bebas dan 

terbuka, kebebasan berbicara dan berkumpul, rule of law, pemerintahan yang 

tergantung pada parlemen, dan badan pengadilan yang b e b a ~ . ~ '  

Sedangkan Afan Ghaffar merumuskan prasyarat sebuah sistem yang demokratis 

adalah sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas; Setiap pemegang jabatan harus dapat 
mempertanggungjawabkan kebijakann ya 

2. Rotasi kekuasaan; Harus ada rotasi kekuasaan secara teratur dan damai 
3. Rekruitment politik yang terbuka; Rakyat mempunyai peluang yang sama 

dalam berkompetisi. 
4. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur; 
5.  Menikmati hak-hak dasar40 

38 Miriam Budiardjo, opcit, hlm.62-63. 
'' Ibid 
40 Affan Ghafar, Politik Indonesia: Transisi Men~Qu Demokrasi, Pustaka Pelajx, Yogyakarta, 

2005, hlm.7-9. 



Frans Magnis Suseno merumuskan ada 5 gugus ciri hakiki negara demokratis, 

yaitu : 

1. Negara hukum, kekuasaan negara terikat kepada hukum; 
2. Kontrol efektif terhadap pemerintah; 
3. Lembaga pemilihan umum; 
4. Prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan badan perwakilan rakyat; 
5. Jaminan atas hak-hak dasar demokratis rakyat.41 

Sedangkan Amien Rais mengungkapkan, ada minimal 10 kriteria demokrasi 

1. Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan; 
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum, hukum diperlakukan sama bagi 

seluruh warga negara; 
3. Distribusi pendapatan secara adil; 
4. Kesempatan memperoleh pendidikan yang sama bagi seluruh warga negara; 
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul 

dan kebebasan beragama. 
6. Kesediaan dan keterbukaan informasi 
7. Mengindahkan fatsoen, yaitu tata krama politik yang mungkin tidak tertulis 

tetapi dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. 
8. Kebebasan individu; Hak setaip individu secara bebas dan memiliki privacy. 
9. Semangat kerja sama. 
10. Hak untuk protes; harus dibuka pintu bagi koreksi atas terjadinya 

penyelewengan.42 

Sedangkan menurut J.B.J.M Ten Berge yang dikutip dari Ridwan H R ~ ~ ,  

prinsip-prinsip demokrasi adalah : 

I .  Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam 
masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan 
umum. 

2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan 
fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga 
perwakilan. 

4 '  Fransz Magnis Suseno, hlm. 58-80. 
42 Moh Mahfud MD, op.cit, hlm. 58-80. 
43 Ridwan HR, H ~ l k ~ t n l  Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.7-8. 
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3.  Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu 
organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karenanya 
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ 
yang berbeda. 

4. Pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintahan hams dapat 
dikontrol. 

5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. 
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 

Menurut Dahl, sistem demokrasi yang baik harus menjamin sejumlah hak-hak 

kelembagaan, yai tu:44 

1 .  Kebebasan untuk inembentuk dan menjadi anggota organisasi. 
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat. 
3.  Hak memilih 
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah 
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan 
6. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara 
7. Sumber-sumber informasi alternatif 
8. Pemilihan umum yang bebas dan adil 
9. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan 

suara dan pengungkapan preferensi lainnya. 

G. Bingham Powell Jr menyebut lima kriteria terwujudnya demokrasi :45 

1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warga negara 
2. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara 

calon alternatif 
3. Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta, baik sebagai pemilih, maupun 

sebagai calon untuk dipilih 
4. Pemilihan bebas 
5. Para warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar, yaitu kebebasan 

berbicara, pers, berkumpul dan beroganisasi, serta membentuk partai politik. 

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa dalam sejarah perkembangan kesadaran 

demolu-atis hak "kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan 

44 Georg Sorensen, op.cit, hlm. 18 
45 G. Bingham Powell Jr, Contemporary Dentocracies : Pasticipation, Stabi1it.y and Violence, 

Cambridge, Mass: Harvard University Press dalam Franz Magnis Suseno, op.cit, hlm.56 



sewenang-wenang baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di bidang 

politik" sangat penting. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa "Demokrasi 

konstitusional" pertama-tama merupakan Rechtsstaat ; lebih terinci perlindungan 

konstitusional, badan kehakiman yang tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, 

kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikatherorganisasi dan beroposisi 

dan pendidikan kewarganegaraan, dimana kebijakan politik ditetapkan atas dasar 

kehendak mayoritas; Ciri-ciri itu tercapai lewat stsuktur institusional yang memuat 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab 
2. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum bebas yang minimal 

beralternatif dua, yang melakukan pengawasan 
3. Adanya beberapa partai politik 
4. Perslmedia bebas 
5. Sistem peradilan bebas yang menjamin hak-hak a ~ a s i . ~ ~  

Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:47 

I .  Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 
(institutionalized peaceful settlement of conflict) 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalarn suatu masyarakat 
yang sedang berubah (peaceful change in a changing society). 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of 
rulers) 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion) 
5 .  Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam 

masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan 
serta tingkah laku. 

6. Menjamin tegaknya keadilan. 

4%iriam Budiardjo, oy.cit, hlm.52-63. 
47 Henry B. Mayo, An Introduction to Denzocratic Theory, Oxford Univercity Press, New York, 

1960, hlm.70, dalam Ni'matul Huda, op.cit, hlm.13. 



Benhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris, 

yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk' mengeluarkan pendapat, memperoleh 

informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan 

berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, beroposisi; lalu pemilihan yang bebas, sama 

rahasia, atas dasar minimal dua alternatif, dimana para wakil dipilih untuk waktu 

terbata~.~' 

Jack Lively menyebut tiga kriteria kadar kedemokratisan sebuah negara : 

pertama, sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses 

pengambilan keputusan, kedua, sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah 

kontrol masyarakat, ketiga, sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam 

adrninistrasi ~ m u m . ~ ~  

Dari sekian banyak unsur-unw demohasi yang dipaparkan o4eh p a  ahli di 

atas, Franz Magnis Suseno mengumpullcan ciri-ciri tersebut ke dalam lima gugus ciri 

hakiki negara demokratis sebagai berikut Pertama, negara hukum. Kedua, 

P e n t a h  yang h a d a  di bawah kmtml masyaakat. Ketiga, pmili.han umum yang 

bebas. Keempat, prinsip mayoritas. Kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak 

demokratis. 

- 

48 Benhard Sutor, Politische Ethik Gesamtdarstellung Auf Der Basis Der Christlichen 
Gesellschafislehre, Paderbom dll: Ferdinand Schoningh, 1991,46 dalam Franz Magnis Suseno, op.cit, 
hlm5 7 

49 Jack Lively 1975, Democracy, Oxford: Basil Blackwell, 51 dalam Franz Magnis Suseno, ibid 
Ibis hlrn.58. 



3. Macam-macam Demokrasi 

Montesquieu (1688-1755) telah mengemukakan ajaran tentang pemisahan 

kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika, dan ajaran inilah 

yang kemudian menentukan tipe demokrasi modern. Selain itu J.J Rousseau (1712- 

1778) mengemukakan ajaran mengenai kedaulatan rakyat, yang justru tidak dapat 

dipisahkan dengan demotu-a~i.~' 

Menurut Georg   or ens en^^, ada 2 (dua) macam tipe demokrasi, yaitu : 

I .  Demokrasi yang didominasi Elit 

Demokrasi yang didominasi elit contohnya terjadi di negara India. 

Demokrasi India, yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi, dicapai 

melalui koalisi antara elit dominan dengan tiga kelompok utama : Profesional 

perkotaan, yang membangun gerakan Kongres tahun 1885; komunitas 

pengusaha India dalam bidang industri dan perdagangan; dan para pemilik 

tanah pedesaan. 

2. Demokrasi yang didominasi Massa 

Demokrasi yang didominasi massa adalah sebuah sistem dengan aktor 

massa yang memiliki kekuasaan di atas kelas penguasa tradisional. Mereka 

mendorong reformasi dari bawah, menyerang kekuasaan dan hak-hak 

istimewa kaum elit. Contoh terkenal dari sistem pemerintahan ini adalah 

pemerintahan Unidad Pupular (Popular Unity) dibawah Salvador Allende di 

5 1 Samidjo, I l n ~ u  Negara, Armico, Bandung, 1986, hlm.253. 
52 Georg Sorensen, ibid. 



Cili antara 1970 dan 1973. pemerintah dipilih karena programnya yang 

menjanjikan peningkatan pendapatan bagi kaum miskin dalam arti 

peningkatan upah dan gaji serta perbaikan kondisi sosial dan perumahan. 

Pemerintah juga menjalankan program-program untuk membuat 

perekonomian menjadi lebih efektif; kebijakan dijalankan untuk mempercepat 

pertumbuhan dan meningkatkan pengawasan masyarakat. Pemerintah 

mengimplementasikan kebijakan redistribusi tanah melalui reformasi agraria 

dan nasionalisasi sektor mineral, sesuatu yang juga akan dilakukan terhadap 

perusahaan-perusahaan terbesar di sektor s ~ a s t a . ~ ~  

Selain dua bentuk demokrasi di atas, ada juga bentuk demokrasi yang lainnya 

- yaitu demokrasi liberal. Perkembangan pemikiran mengenai demokrasi liberal telah 

dirangkum oleh C.B MacPherson dalam tiga model yang ia sebut sebagai :54 

1. Demokrasi Protektif 

2. Demokrasi Pembangunan 

3. Demokrasi Ekuilibrium. 

Diantara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua 

kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusionil dan satu 

kelompok aliran yang menamakan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamentil 

diantara keduanya adalah bahwa demokrasi konstitusionil mencita-citakan 

pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (rechtsstaat), yang 

'3 Ibid, hlrn.153. 
54 Ibid, hlm.6 



tunduk pada rule of law. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya pada 

komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya 

(machtsstaat), dan yang bersifat t ~ t a l i t e r . ~ ~  

Ciri khas dari demokrasi konstitusionil ialah gagasan bahwa pemerintah yang 

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi 

sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan diperkecil, yaitu dengan cara 

menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan 

ltekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari 

prinsip-prinsip ini terkenal dengan r e ~ h t s s t a a t . ~ ~  Dalam pandangan kelompok aliran 

demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalent 

kepada negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan 

melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, 

"Negara tak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk 

menindas kelas lain" dan "Negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang 

dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan." Negara 

akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang 

ditindas .57 

55 Ni'matul Huda, op.cit, hlm.12. 
5%iriam Budiardjo, opcit, hlm.54. 
57 Ni'matul Huda, ibid, hlm.13 



4. Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diadakan perubahan memberikan 

kekuasaan yang besar atau dominan kepada eksekutif (Presiden). Akibatnya 

melahirkan pemerintahan otoriter, sehingga UUD 1945 dikenal dengan executive 

heavyj8 seperti pengalaman dua masa peinerintahan Presiden Soekarno (1959-1 967) 

dan Presiden Soeharto (1967-1998). Hal yang demikian akan selalu terulang kembali, 

jika tidak ada pengawasan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk itu, 

kontrol harus dilakukan oleh kekuasaan yang sama secara terbatas antar lembaga. 

Kontrol itu perlu untuk menjaga keseimbangan, mencegah dominasi dan 

penyalahgunaan wewenang. Apabila tidak, jika terjadi dominasi, menekan kekuasaan 

yang lain, dan cenderung disalahgunakan. 

UUD 1945 yang executive heavy yang dipraktikkan pada masa pemerintahan 

Presiden Soekarno (1959-1967) dan Presiden Soeharto mengakibatkan organ 

legislatif dan yudisial tidak dapat mengimbangi dominasi kekuasaan eksekutif. 

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, 

banyak ha1 yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, 

berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD agar ia mampu membangun 

Sri Soemantri M, UUD 1945 Kedudukan dun Aspek-Aspek Perubalzannya, Unpad Press, 
Bandung, 2001, hlm.22. 



sistem politik dan ketatanegaraan yang demolaatis. Gagasan ini menjadi niscaya 

karena selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di 

Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul 

korupsi dalam berbagai bidang k e h i d ~ ~ a n . ~ '  Salah satu gagasan perubahan yang 

ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme check and 

balances di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya 

karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa check and balances 

itu tidak ada. Dalam pembuatan UU misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, 

baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era orde baru, tak pernah ada 

RUU datang dari inisiatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal dari Presiden pun 

pernah ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR 

melalui pembahasan bersama pemerintah selama tak kurang dari delapan bulan. 

Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan dan menafsirkan UU menjadi 

begitu kuat di dalam sistem politik yang executive heavy karena tidak ada lembaga 

yang dapat membatalkan UU. Waktu itu, tidak ada peluang pengujian atas UU oleh 

lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai judicial review (constitusional 

review) seperti sekarang. Review atas UU hanya dapat dilakukan oleh lembaga 

legislatif melalui legislative review atau political review, padahal lembaga tersebut 

didominasi oleh Presiden. Itulah sebabnya, ketika reformasi membuka pintu bagi 

dilakultannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan 

'%oh. Mahfud MD, Perdebatan Hukurn Tata Negara Pasca Arnandenzen Konstitusi, Pustaka 
LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.65 



adalah memasukkan sistem check and balances antara lembaga eksekutif, legislatif 

dan yudikatif. 

Itulah sebabnya,. ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya 

amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah 

' 

memasukkan sistem check and balances antara lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudikatif. 

Perubahan UUD 1945 perlu dilakukan oleh karena adanya beberapa kelemahan 

UUD 1945 yang memungkinkan tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis. 

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah: Pertanza, UUD 1945 memberikan dasar kuat 

kepada kekuasaan eksekutif, tidak adanya check and balances. Presiden menjadi 

- penentu semua agenda politik nasional, karena selain Presiden sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan, Golongan Karya sangat dominan di DPR dan MPR. 

Presiden juga pemegang kekuasaan di legislatif. Pengawasan dari lembaga yudisial 

maupun DPR tidak dapat berjalan efektif; tidak efektifnya kekuasaan MPR dan DPR 

lebih terletak pada aspek politik, yaitu karena kedua lembaga negara tersebut 

didominasi oleh kekuatan politik Presiden yaitu Golongan Karya. Kedua, UUD 1945 

memuat pasal-pasal yang ~nultitafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan 

bermacam-macam arti. Akan tetapi yang harus ciiterima adalah tafsir yang dibuat oleh 

Presiden, seperti kekuatan Pasal 7 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali". Ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan minimal dua macam penafsiran, yaitu: 



dapat dipilih berkali-kali asalkan dilakukan setiap lima tahun atau ditafsirkan hanya 

dapat dipilih sekali lagi setelah masa jabatannya yang pertama. Ketiga, UUD 1945 

banyak memberi atribusi dan delegasi kepada Presiden untuk mengatur hal-ha1 

penting dengan Undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah. Dalam 

mengatur beberapa ha1 penting, Presiden selalu berada pada posisi yang lebih 

menentukkan daripada DPR sehingga banyak materi Undang-Undang yang 

bersumber pada kehendak Presiden saja. Keempat, UUD 1945 terlalu percaya kepada 

semangat dan itikad baik orang yang berkuasa, sehingga lebih menggantungkan pada 

semangat penyelenggaraan negara da.ripada mengatur pembatasan-pembatasan 

kekuasaan secara tegas.6' 

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara tidak dapat 

dijadikan sandaran untuk penyelenggaraan negara. UUD 1945 perlu mempertegas 

aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan 

rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan otonomi daerah. Kelemahan 

UUD ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara 

yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Antara lain tidak adanya check and 

balances antara lembaga negara dan terpusat pada Presiden. Infrastruktur politik yang 

dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai 

kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya6* 

" Moh Mahfud MD, Hukunz dun Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 
hlm.116-117 

" MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Kepublik 
Indonesia Talzun 1945, Sekjen MPR RI, 2003, hlm.14. 



Dengan kelemahan-kelemahan itu, maka seiama menggunakan UUD 1945 (sebelum 

amandemen), Negara Indonesia tidak pernah terselenggara secara demokratis. Untuk 

mencegah berulangnya kecenderungan otoritarian, UUD 1945 harus diperbahaiui 

untuk lebih mengukuhkan dan menjamin pelaksanaan demokrasi, sehingga negara 

berdasarkan hukum, benar-benar sebagaimana sarana mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk 

menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudisial yang dianggap 

executive heavy, sehingga tercipta check and balances ~ i s t e m . ~ ~  

Dalam sistem check and balances, Presiden sebagai kepala eksekutif 

mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan lembaga 

parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai dengan prinsip Presidensial, 

Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, begitu sebaliknya parlemen juga tidak 

dapat menjatuhkan Presiden. Parlemen hanya dapat menuntut pemberhentian 

Presiden jika Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum; itupun biasanya 

dibatasi oleh konstitusi hanya untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu saja, sedangkan 

dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen secara mudah dapat menjatugkan 

kabinet hanya karena alasan politik, yaitu melalui mekanisme yang bisa disebut 

dengan "mosi tidak percaya" (vote of cencure) terhadap kinerja kabinet dan terhadap 

" Risalah Sementara Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc. 1 BP-MPR 6 September 2001, 
Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2001, hlm. 10-17. 



kebijakan pemerintahan (beleid). Kebiasaan dalam sistem Presidensial yang ingin 

dikembangkan di ~ n d o n e s i a . ~ ~  

Perubahan UUD 1945 menurut Sri Soemantri Martosoewignjo dimaksudkan 

sebagai upaya untuk menghindari manipulasi kekuasaan seperti yang pernah terjadi 

pada masa pemerintahan Soekarno dan pemerintahan ~ o e h a r t o . ~ ~  Di samping itu, 

perubahan itu untuk menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif yang dianggap executive heavy sehingga tercipta check and balances 

system. 66 

Pelaksanaan pengawasan jalannya pemerintahan sehari-hari oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat merupakan hubungan kemitraan antara Presiden dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Ada hubungan keseimbangan atau equilibrium yang disebut oleh 

Sri Soemantri, sebagaimana dikutip oleh Albert Hasibuan dengan istilah hubungan 

seimbang, selaras, dan serasi sehingga tidak terjadi saling dominasi yang sering 

terjadi dalam sistem Presidensial ataupun sistem parlementer.67 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pasca perubahan UUD 1945 menjanjikan 

lebih ditingkatkannya mekanisme check and balances an ta  lembaga negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa lalu, sebelum UUD 1945 diadakan 

perubahan, penerapan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) oleh MPR 

dan mekanisme check and balances yang tidak jelas telah menimbulkan 

64 Jimly Asshiddiqie, Fornzat ... hlm.80. 
" Ibrahim R, Sistem Pengawasan Konstitusional Antarn Kekuasaan Legislatif dun Eksekutif 

Dulam Penzbalzalaian U U D  1945, Disertasi Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003, hlin.2 
66 Risalah Sementara Rapat Pleno ke-25 Panitia Ad Hoc I BP MPR, loc.cit, hlm.lO-17. 
" Albert Hasibuan dalam Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dun Negara 

Hukum, Gama Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.106 



kecenderungan kepada arah sentralisasi kekuasaan oleh pihak eksekutif. Akibatnya, 

peran DPR sebagai alat kontrol atau pengawas terhadap eksekutif menjadi sangat 

lemah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan posisi yang sangat kuat kepada 

lembaga pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang 

menyatakan : " Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan." Materi muatan tersebut merupakan ketentuan 

konstitusional, dimana semula ha1 ini diatur dalam peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-Undang Dasar 1945 , bahkan ada yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

Dew an Perwakilan ~ a k ~ a t . ~ '  Miriam Budiardjo menyatakan sistem check and 

balances (pengawasan dan keseimbangan) adalah sistem dimana setiap cabang 

kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan l a i ~ ~ n ~ a . ~ '  Menurut 

Albert ~ a s i b u a n , ~ '  sistem konstitusi yang merancang demokrasi adalah sistem check 

and balances yang memberikan garansi serta memastikan adanya deliberation atau 

sistem konstitusi yang berisikan reasoning spirit of the constitution. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis itu bersifat pragmatis karena 

mempunyai sistem check and balances diantara lembaga-lembaga negara.71 

Dalam sistem check and balances, Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai 

kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan lembaga parlemen 

sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai prinsip Presidensial, Presiden tidak 

68 Sri Soemantri, UUD 1945 Kedudukan.., loc.cit, hlm.25 
" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ..., loc.cit, hlm.47. 
70 Ibrahim R, Sistena Pengawasan..,loc.cit, hlm.47 
7' Ibid. 



dapat membubarkan parlemen, begitu sebaliknya parlemen juga tidak dapat 

menjatuhkan Presiden. Adanya perubahan UUD 1945 menjanjikan lebih 

ditingkatkannya mekanisme check and balances antar lembaga eksekutif dan 

legislatif. Di masa lalu, penerapan sistem pembagian kekuasaan (distribution of 

powers) oleh MPR, serta mekanisme check and balances tidak pernah dirumuskan 

secara eksplisit dalam perundang-undangan, sehingga sistem pemisahan kekuasaan 

(separation of powers) menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya memunculkan 

kecenderungan ke arah sentralisasi kekuasaan oleh eksekutif. Akibatnya, peran DPR 

sebagai alat kontrol menjadi sangat lemah. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, 

persetujuan DPR tidak hanya diberikan dalam kaitannya dengan pernyataan perang 

- dan membuat perdamaian, melainkan juga dalam membuat perjanjian internasional 

sebagaimana diatur di dalam pasal 1 1. Dengan adanya sistem check and balances 

maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik- 

baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara 

ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam 

lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik- 

baiknya. 

Dalam ha1 hubungan antara Presiden dan DPR, maka dominasi Presiden dalam 

ha1 proses legislasi digeser ke DPR. Dan jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di 

DPR sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU 

tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh 

Presiden (Pasal 20 ayat ( I)  dan ayat (5) UUD 1945 hasil perubahan). Dalam bidang 



pengawasan, check and balances antara DPR dan Presiden terwujud di dalam 

penggunaan hak-hak DPR sebagaimana diatur di dalarn UU, yaitu hak interpelasi, hak 

angket dan hak menyatakan pendapat. 

B. KONSEPSI LEMBAGA PERWAKILAN 

Menurut Miriam ~ u d i a r j o ~ ~ ,  perwakilan (representation) adalah konsep bahwa 

negara atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara 

dan bertindak atas nama suatu , kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal 

ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation). 

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang 

berdaulat ini mempunyai suatu kemauan, Rosseau menyebutnya volunte generale. 

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan 

umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang 

mengikat seluruh masyarakat. 

Perlteinbangan studi tentang negara dan pemerintah pada abad modern ini 

menunj.ukkan bahwa teori kontrak sosial telah meletakkan landasan yang kuat bagi 

terbentuknya konsep kekuasaan negara dan pemerintah serta konsep kedaulatan 

rakyat. Ide kekuasaan ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah mulanya 

dikemukakan oleh Eficurus dan dikembangkan oleh Marsilius yang menjelaskan 

Miriam Budiardjo, Ibid, hlm.175. 



proses terciptanya pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat bermula ketika 

terjadinya Pactunz Subjectiones yang bersifat c o n s e ~ s i o . ~ ~  

Selanjutnya Marsilius menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Napitupulu, yaitu 

"Kekuasaan negara tertinggi itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak 
membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan 
karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang 
merdeka, jadi perimbangan antara kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, 
raja melaksanakan kedaulatan rakyat." 

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh dan untuk 

rakyat selanjutnya melahirkan teori negara demokrasi yaitu suatu pemerintahan yang 

dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, yang selanjutnya melahirkan konsep 

representative government dan denzocratic representative. 

Inti konsep pemerintahan perwakilan itu adalah rakyat secara bersama-sama 

membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem 

pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu. Dengan demikian, akan 

terjaringlah aparatur pemerintahan yang benar-benar mewakili seluruh kelompok 

kepentingan dalam masyarakat. Praktek pemerintahan yang demokratis itu akan 

melembagakan suatu sistem pemerintahan perwakilan yang memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin negara., mengisi jabatan-jabatan 

negara dan melaksanakan proses pemerintahan. Karena itu, jabatan pemerintah akan 

73 Paimin Napitupulu, Peranun Pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Propinsi DKI 
Jakarta, Alumni, Bandung, 2005, hlm.62. 

74 Ibid. 



diisi oleh para wakil rakyat yang sekaligus mewakili kepentiqgan rakyat untuk 

diperjuangkan melalui kekuasaan yang dimiliki pemerintah itu sendiri. 

Menurut Jimly ~ s s h i d d i ~ i e , ~ '  ada 5 teori berkaitan dengan pemegang kekuasaan 

tertinggi atau pemegang kedaulatan (sovereignty) dalam negara kita. Ada 5 teori 

berkenaan dengan ha1 ini, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan 

hukum, kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Diantara kelima teori tersebut, 

beliau berpendapat bahwa konsep kedaulatan Tuhan, Hukum dan rakyat, yang mana 

sesungguhnya menjadi konsep kunci dalam sistem pemikiran mengenai kekuasaan 

dalam keseluruhan konsep kenegaraan ~ n d o n e s i a . ~ ~  

Ketiga-tiganya berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa Indonesia 

tentang kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan kenegaraan dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif 

mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan kemahakuasaan 

Tuhan itu diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus dalam 

kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar berpikir sistemik dalam 

konstruksi UUD Negara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan 

dalam gagasan "rechtsstaat" atau "the rule of law" serta prinsip supremasi hukum. 

Dalam perwujudannya, perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu 

haruslah disusun sedemikian rupa melalui mekanisme demokrasi yang lazim sesuai 

'' Jimly Asshiddiqie, For~nar Kelembagaan Negara dun Pergeseran Kekuasaan dalanz UUD 
1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.9 

76 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.59-62 


































































































































































































































































































